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SURAT PER.IANJIAN SEWA MENYEWA

Nomor I O2Al o7L 12o.22

TEI$TAilG
SEWA TANAH EKS BEI{GKOK DESA DI KELURAHAIY WONORF.IO

KBCAMATAN SELOMERTO
ANTARA

PEMERINTAH KAAUPATEIY WONOSOBO
DEIYGAN

RATTTO

Pada hari ini Rabu Targgal Dua Puluh Dua Bulaa Juni Tahun Dua Ribu Dua Fuluh Dua,
bertempat di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo, karr,i yang
be rtandatangan dibawah ini :

1 SIPING, S.IP Jabatan Lurah Wonorejo Kecamatari Selomerto Kabupaten
Wonosobo, berdasarkan Keputusan Bupati Wonsoobo Nomor :

..............tan99a1 ......................................, dalam
hal ini berlindak selaku Penggura Barang dal atas nama serta
sah mewatili Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutrrya
disebut PIHAK KESATU.
Pekerjaan Trasnportasi, Alamat Karangsari RT. 01 RW. O1, Kel.
Wonorejo, Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo, dalam
hat ini berlindak untuk dan atas nama pribadi, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang seca.ra bersama-sama disebut PARA PIHAK dan
masing-masing disebut PIHAK. terlebih dahulu menyepakati bahwa Pefjanjian ini berdasar
pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonsoobo Nomor 4 tahun 2077 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah

2. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengelolaaa Sewa Tanah
Bangkok Kelurahal di Kabupaten Wonsoobo

3. Surat Keputusal Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor: 028/ 12022
tanggal, tentang Persetujual Sewa Tanah Milik
pemerintah Kabupaten Wonosobo di Kelurahan Wonore.io

Maka antara PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK, bersepakat untuk membuat peq'anjian sebagai berikut:

LINGKUP PERJANJIAN
Pasal 1

1. PIHAK KESATU menyewakan kepada PIHAK KEDUA berupa tanah eks bengkok Desa di
Kelurahan Wonorejo Kecamatan Selomerto milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo
sebagaimana ketentuan dalam pe4'anjian ini, dengan data,data sebagai berikut:
a. Nama Barang : Tanah eks Bengkok Desa di Kelurahan Wonorejo milik

Pemerintah Kabupaten Wonosobo

2. RATIYO

b. Kode Barang
c. Nomor Register
d. Identitas tanah/Blok
b. Alamat
c. Kondisi Tarra}rl

Gedung
d Luas tanah

101020101
25
Sertipikat No. 15
Karangsari/ Siwaru/Eks Bk. Lurah
Baik

3.2[35 mz

2. Tarrah sebagaimana dimaksud ayat (1) disewa untuk kegiatan pertanian/perkebunan



t1)

(21

(3)

(1) Jaagka EaLtu seva taaah sebagaiaana diaakgud DAI/LU Pasal 1 selaoa 2ldaal
tahun kalender terhitung mulai tanggal 22 ldrua puluh du&t Bulan Juai Tahun
2022 lDua Rlbu Dua Puluh Duat sampel deagan tanggal 22 lilrta puluh dual Bulaa
.Iuni Tahun 2o24 lDtta Ribu Dua Puluh Empat).

(2) Pada saat berakhirnya perjaljian ird, PIHAK KEDUA harus menyerahkal tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam keadaan baik kepada PIHAK KESATU
tanpa syarat dan kompensasi.

BESARAN BIAYA SEWA DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 3

Harga. Sewa sebaga.imata dlmaksud pada Pasal 2 ayat lll adalah sebesar
Rp. 2.45O.fiX),- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setisp tahun,
Besaran harga sewa secara keseluriuhan adalah Rp. 4.9OO.OOO,- (Empat Juta
Sembilan Ratus Rlbu Ruptaht.
Besaran biaya sewa tanah sebagairnana dimaksud ayat {2) dibayarkan sekaligus pada
saat peq'anjian ini ditandatangani untuk disetorkan sekaligus secara tunai ke Kas
Umum Daerah.

PAJAK
Pasal 4

Pajak Bumi dan Bangunan dal pajak-pajak lain yalg mungkin timbul sebagai akibat
perjanjian ini menjadi kewajibal PIFIAK KEDUA untuk menanggungnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

(1) Hak PIFIAK KEDUA :

a. memperoleh izin memalfaatkan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1,
dalam bentuk sewa sepanjang tidak mengganggu fungsi utama dari Objek Sewa;

b. dapat memaniaatka;r tanah sebagaimarra dimaksud dalam Pasal 1 untuk kegiatan
pertanian dan atau perkebunan selama masa sewa belum berakhir.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA : .

a. membayar uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pe4'anjian ini;
b. membayar pajak dan retribusi yang ditentukal oleh ketentuan perundang-

undangan berkaitan dengan tanah yang disewa;
c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan sehari-hari atas Objek Sewa dengan

sebaik-baiknya darr apabiLa pe{anjian sewa ini berakhir maka PiHAK KEDUA
harus mengembalikan Objek Sewa kepada PII IAK KESATU dalam keadaan baik
dan terpefihara;

d. mentaati semua peraturan sehubungan dengan pemanfaatan Objek Sewa;
e. memanfaatkan Objek Sewa sesuai dengan peruntukannya yang diatur dalam

Perjanjian Sewa ini;
f. menanggung t laya operasional dan pemeliharaan yErng timbul sebagai akibat

kegiatan PIHAK KEDUA;
g. menyerahkan tanah apabila Pemerintah Kabupaten Wonosobo membutuhkan atau

saat berakhirnya perjanjian tanpa menuntut ganti rugi atas semua biaya yalg
dikeluarkan atau pembangunan y€rng telah dilaksanakan.

(3) Hak PiFIAK KESATU :

a. memperoleh uang sewa atas pemanfaatan tanah sebagaimana dimal<sud dalam
Pasal 1;

b. memperoleh ganti rugi akibat kerusakan tanah sebagai akibat kegiatan PIFIAK
KEDUA diluar penyebab dari force majeure;

c. membatalkan perjanjian apabila PIHAK KEDUA meLanggar ketentuan dalam Surat
Perj'anjian ini.

d. Mengambil alih obyek perjarljian apabila Pemerintah Kabupaten Wonosobo
membutuhkan untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.

(4) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
memberikan izin atas pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dal,am pasal 1 kepada
PIIIAK KEDUA pada targgal dimulainya perjanjian ini sampai jangka waktu perjanjian
trerakhir.



PER}iYATA AN- DAN JAM]NAN
Pasal 6

(1) PARA PIIIAK menyatakan dan menjamin:
a. PARA PIHAK memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh untuk mengikatkan diri

dalam Perjanjian Sewa ini dan tel,ah memperoleh semua persetujuan yang
diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Sewa ini, sesuai dengan keteotuan
peraturan perundang- undangan;

b. Informasi yang lengkap dan benar serta tidak menyesatkal secara material;
c. masing-masing Pihak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat dari

pelanggaran atas pernyataan dan jaminan yang diberikan dalam pasal ini;
d. pelaksanaan isi perjanjian ini oleh PARA PIHAK, berikut pelaksanaan kewajitran

masing-masing PIHAK, tidak akan melanggar atau bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan bagi masing-masing pihak, baik undang-undang,
peraturan, keputusan instansi pemerintah, anggaran dasar, atau peq'anjian-
pe{anjiar dimala masing-masing pihak terlibat sebagai salah satu pihak.

(2) PIHAK KESATU menjamin bahwa:
a. semua pernyataan sehubungan dengan perizinan yang diberikal kepada pIHAK

KEDUA adalah benar;
b. PIHAK KEDUA memenuhi setiap kewajiban berdasarkan Pe4'anjian Sewa ini dan

memenuhi peraturan perundang-undangan, dan melepaskan PIHAK KESATU dari
setiap tuntutan dan/atau dakwaan dari pihak ketiga dikemudian hari yang teriadi
karena keLalaian dan kesalahan PIHAK KEDUA sendiri;

c. PiHAK KDDUA menjamin membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan
dan/ atau gugatan dari pihak ketiga atas pemanfaatan Objek Sewa yang
dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KESATU menjamin bahwa:
a. semua pernyataan sehubungan dengan perizinan yang diberikan PIHAK KESATU

adalah benar;
b. PIHAK KESATU memequhi kewajiban berdasarkan Peq'anjian Sewa ini dan

memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Perjanjial Sewa ini;
c. PIFIAK KESATU menjamin bahwa PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan,

memelihara, membangun dan memanfaatal Objek Sewa sebagaimana diatur
dalam Pe{anjian Sewa ini (sepanjang tidak mengurangi fungsi utama Objek
Sewa).

SANKSI DAN LARANGAN
Pasal 7

(1) apabila PIHAK KEDUA tidak membayar biaya sewa sesuai ketentuan harga maupun
waktu yang telah disepakati, ma]<a PIHAK KESATU berhak membatalkan Surat
Pe{anjian ini secara sepihak dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan tanah dimaksud
dalam Pasal I kepada PIHAK KESATU;

(21 apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan 121a6 s6foagaiman dimaksud dalam Pasal
1 dalam waktu yang telah ditentukan, maka PIHAK KESATU dapat mengambil
tindakan secara sepihak atau mengambil alih dengan paksa.

PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Pasai 8

(l) Pengakhiran perjanjian ini tidak membebaskan PARA PIHAK dal,am penyelesaian
kewajiban ma sing- masing.

{2) Peq'anjian ini dapat diakhiri oleh salah satu PIFIAK apabila pihak lainnya melanggar
sebagian dan/atau keseluruhan ketentuan pe{'anjian ini, namun tida} terbatas
kepada pelanggaran terhadap Pasal 6 Peg'anjian ini.

(3) Setelah Perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi maka PIFIAK KEDUA wajib
menyerahkan kembaii Objek Perjanjian tanpa memberikan kompensasi apapun
kepada PIHAK KESATU.

KEADAAN DI LUAR KEMAMPUAN TFORCE MAJEURq
Pasal 9

[1) Peristiwa keadaan KahLar (force majeurel
Yang dimaksud dengan keadaan Kahar atau jaorc e maieure nerupakan keiadian yalg



4

tidak terduga pencegahannya di iuar kemarapuan PARA PIHAK yang berpengaruh
langsung pada pelaksalaan sewa menyewa dan bukan menyangkut kesalahal atau
kelalaian PIHAK KEDUA, kejadian tersebut antara liain:

a. bencana alam;
b. perang, permusuhan (apabila diumumkan atau tidak), pemberontakal, revolusi,

kerusuhan, konllik senjata atau tindakan dari militer, perang saudara,
terorisme/ gangguan terhadap masyarakat sipil, kerusuhan, sabotase;

c. pemogokan, kerusuhan para buruh atau gangguan industri lainnya $ang
mempengaruhi pe{anjian ini) ;

d. bencana alam tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan
perubahan cuaca yang sangat buruk.

(2) Apabila terjadi keadaan force majeure, yang berakibat salah satu pihak tidak dapat
melaksanakan hak dan kewajitran-kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau
mempunyai pengaruh yang mengurangi kemnrnpuan PARA PIHAK untuk melaksaxal<an
hak-hak dan menikmati keuntungan berdasarkan Perjanjian ini, PIFIAK yang
bersangkutan harus segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis
tentang teq'adinya keadaan tersebut dengan disertai bukti-bukti terl'adinya keadaaa
Kahar selambat-lambatnya 15 (lima beLas) hari seja-i< terjadinya keadaan Kahar dan
penyebabnya dilengkapi keterangan dari pejabat yang berwenang, untuk bersama-sama
dicari jalan keluar yang terbaik oleh kedua belah pihak terkait perjanjian sewa ini.

PEIIYELESAIAN
Pasal 10

PERUBAFIAN
Pasa-l 1 1

Hal-hal yang belum diatur dalam Pe4'anjian ini termasuk ketentuan peLaksanaannya akan
diatur kemudian, ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PENUTUP
Pasal 12

Dengan adanya Surat Pe{anjian ini, maka pengelolaan dan perawatan tanah eks bengkok
Desa di Kelurahan Wonorejo milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaiman dimaksud
daiam Pasal 1 menjadi tanggung jawab PIHAK KtrDUA.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari dan
tartggal sebagaimana tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga), lembar kesatu dan iembar
kedua bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama
untuk PARA PIHAK-

PIHAK KEDUA,

RATIYO S.IP

(1) Segala masalah yang timbul diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, apabila
tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui panitia ARBRITASE yang terdiri dari:

a. seorang wakil dari PIHAK KESATU;
b. seorang wakil dari PIHAK KEDUA; dal
c. seorang wakil yang terpilih atas persetujuan PARA PIHAK.

(21 Jka perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui panitia ARBRITASE, maka PARA
PIHAK menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Wonosobo.

PIHAK



4

tidak terduga pencegahannya di luar kemampuan PARA PIHAK yang berpengaruh
langsung pada pelalsanaan sewa menyewa dan bukan menyangkut kesalahan atau
kelalaian PIHAK KtrDUA, kejadian tersebut antara lain:

a. bencana alam;
b. perang, permusuha-n (apabila diumumkan atau tidal<), pemberontakan, revolusi,

kerusuhan, konflik senjata atau tindakan dari militer, perang saudara,
terorisme/gangguan terhadap masya,rakat sipil, kerusuhan, sabotase;

c. pemogokan, kerusuhan para buruh atau gangguan industri lainnya [yang
mempengaruhi pe4'anjian ini);

d. bencana aLam tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan
perubahal cuaca yang sangat buruk.

(2) Apabila terjadi keadaan force mojeure, yang berakibat sal,ah satu pihak tidak dapat
melaksanakal hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian atau
mempunyai pengaruh y€rng mengurangi kemampuan PARA PIHAX untuk melaksanakal
hak-hak dan menikmati keuntungan berdasarkan Pe{anjian ini, PIF{AK yang
bersangkutan harus segera memberitahukan kepada PIHAK lainlya secara tertulis
tentang te{adinya keadaan tersebut dengan disertai bukti-bukti te4'adinya keadaan
Kahar selambat-Iamtratnya 15 (lima belas) hari seiak teriadinya keadaan Kahar dal
penyebabnya dilengkapi keterangan dari pejabat yang berwenang, untuk bersama-sama
dicari jalan keluar yang terbaik oleh kedua belah pihak terkait pe{anjian sewa ini.

PENYELESAIAN
Pasal 10

(1) Segala masalah yang timbul diseiesaikan secara musyawarah untuk mufahat, apabila
tidak tercapai, maka akan diselesaikan mel,alui panitia ARBRITASE yang terdiri dari:

a. seorang wakil dari PIHAK KESATU;
b. seorang wakil dari PIHAK KEDUA; darr
c. seorang wakil yang terpilih atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan mela,lui panitia ARBRI?AStr, maka pARA
PIHAK menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Wonosobo.

PERUBA]]AN
Pasai 1 1

Hal-ha-l yang belum diatur dal,am Perjanjian ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan
diatur kemudian, ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PENUTUP
Pasal 12

Dengan adanya Surat Perjanjian ini, maka pengeloiaan darr perawatan tanah eks bengkok
Desa di Kelurahan Wonorejo milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaiman dimaksud
dalam Pasai 1 menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Peqianjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIIIAK, pada hari dal
targgal sebagaimana. tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga), lembar kesatu dan lembar
kedua trermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama
untuk PARA PIHAK.

A,UDKE

RATIYO

PIHAK

G S.IP
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